PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kembali
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan
Mentawali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang




Menetapkan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 120 Tahun
2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG TUGCAS
POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAL,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan
Mentawai Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 Nomor
121) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;
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penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana
korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14

Inspekur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) terdiri dari:

® Qo op

Inspektur Pembantu Wilayah I;
Inspektur Pembantu Wilayah 1I;
Inspektur Pembantu Wilayah III;
Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
Inspektur Pembantu Khusus.

3. Di antara ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan
1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18A

(1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang
pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
oleh Perélngkat Daerah serta penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu khusus

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan  program = kerja
pengawasan dengan tujuan tertentu;

b. pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;

c. pengelolaan  pelaksanaan  pemeriksaan  atas
penanganan pengaduan masyarakat;

d. pengelolaan  pelaksanaan  pemeriksaan  atas
permintaan dari lembaga lainnya,

e. pengelolaan pelaksanaan pemeriksan terpadu;
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f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap
pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan
pada Inspektur Pembantu Khusus;

g. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil

pengawasan;

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya,;

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang
tugasnya,

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan tugas; dan

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas di masing-
masing wilayah Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat

pada tanggal 10 Maret 2020
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

YUDAS AGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal [0 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEﬂNUAN MENTAWAI,

e o
MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: (4

TAHUN 2020



